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Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan untuk 
mendapatkan pengalaman serta ilmu dalam bidang akuntansi untuk memenuhi 
salah satu mata kuliah pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Untuk menciptakan generasi yang mampu bersaing 
dan memiliki wawasan yang luas serta siap menghadapi dunia kerja. Salah satu 
upaya yang dilakukan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta adalah dengan mengadakan program Praktik Kerja Lapangan 
(PKL). Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Sekretariat Jenderal 
Kementerian Sosial RI yang beralamat di Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta 
Pusat. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 40 hari dimulai sejak 
tanggal 15 Juli – 06 September 2019. Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan. Tugas yang diberikan antara lain : 
melakukan verifikasi SPP, membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), 
membuat Surat Perintah Membayar (SPM), membuat surat pernyataan 
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       Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, atas 
rahmat dan karunia-Nya sehingga praktian dapat menyelesaikan Laporan 
Praktik Kerja Lapangan ini dengan baik. Praktikan melakukan Praktik 
Kerja Lapangan pada tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 6 September 
2019 di Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia dan 
untuk memenuhi salah satu persyaratan mendaptkan Gelar Sarjana 
Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
       Laporan Praktik Kerja Lapangan ini diselesaikan berkat dukungan dari 
berbagai pihak. Praktikan mengucapkan terimakasih kepada berbagai 
pihak yang telah mendukung sehinga praktikan dapat menyelesaikan 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Secara khusus praktikan 
menyampaikan terimakasih kepada: 
1. Allah SWT yang telah memudahkan segala urusan praktikan; 
2. Orang Tua yang telah membantu dan mendampingi dalam 
penyusunan laporan ini; 
3. Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 
4. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua 
Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Negeri Jakarta; 
5. Dr. Etty Gurendrawati, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing PKL 
yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada praktikan serta 
meluangkan waktu untuk membantu praktikan menyelesaikan laporan 
ini; 
6. Bapak Mohammad Syahril selaku pembimbing PKL selama praktikan 





7. Seluruh karyawan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian 
Sosial Republik Indonesia; 
8. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan doa kepada 
praktikan dalam penyusunan laporan ini. 
       Praktikan menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih 
terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan sangat 
diharapkan sebagai bahan perbaikan agar laporan Praktik Kerja Lapangan 
ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.  
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A. Latar Belakang 
Berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Sosial RI yaitu dalam 
mengatasi bencana alam, penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, jaminan 
sosial, serta tugas dan fungsi lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan 
sosial masyarakat Indonesia, maka Kementerian Sosial menjadi salah satu 
wadah bagi Indonesia untuk melakukan pembangunan kesejahteraan sosial 
bagi masyarakat demi meratanya kehidupan sosial di seluruh Indonesia. 
Dengan adanya Kementerian Sosial RI dapat membantu mayarakat khususnya 
dibidang sosial. 
Pembangunan ekonomi di suatu negara merupakan hal yang sangat 
penting bagi perkembangan dari negara tersebut. Karena pembangunan 
ekonomi tentunya akan berkaitan pula dengan pertumbuhan ekonomi di suatu 
negara. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan 
rakyat akan menjadi semakin baik. 
       Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia akan menghadapi 
berbagai permasalahan seperti penuntasan kemiskinan, pengangguran, dan 
lain sebagainya. Yang menjadi hal utama yaitu lapangan pekerjaan, karena 
lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan oleh semua orang untuk memenuhi 
kebutuhan hidup. Penduduk Indonesia semakin bertambah setiap harinya 





dengan jumlah penduduk yang membutuhkan pekerjaan. Namun sayangnya, 
jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia sangat sedikit dan tidak seimbang 
dengan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia banyak penduduknya yang belum 
memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup sehingga diperlukan pelatihan 
kerja agar pengetahuan masyarakat Indonesia semakin luas dan dapat bersaing 
dengan masyarakat dari negara lain, apalagi sekarang telah memasuki era 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mengharuskan masyarakat 
bersaing bukan hanya dengan masyarakat di negara Indonesia tetapi juga 
masyarakat dari negara-negara lain. Karena masyarakat yang mampu bersaing 
ialah yang memiliki keahlian dan wawasan yang luas. 
       Untuk menciptakan generasi yang mampu bersaing, memiliki wawasan 
yang luas, memiliki soft skill, serta integritas yang tinggi, maka dari itu 
Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi mengadakan Praktik 
Kerja Lapangan atau yang biasa disebut PKL. Kegiatan tersebut 
mengharuskan mahasiswanya untuk menjadi aktif dan mampu 
mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan 
berlangsung dan siap menghadapi dunia kerja nantinya. 
 Sebagai seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 
praktikan melaksanakan PKL. Praktikan memilih untuk mwlaksanakan PKL 
di Kementerian Sosial. Instansi ini bergerak dalam bidang kesejahteran social 
bagi masyarakat Indonesia. Praktikan memilih untuk melaksanakan PKL pada 
Kementerian Sosial dikarenakan ingin mempelajari dan mengaplikasikan ilmu 





suatu Instansi Pemerintah. Serta ingin memperdalam ilmu terkait dengan 
akuntansi pemerintahan secara langsung. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Adapun maksud dari pelaksanaan PKL yaitu: 
1. Mempraktikan terkait ilmu Akuntansi Pemerintahan 
2. Memahami beretika dengan setiap karyawan maupun dengan atasan 
3. Mempraktikan pekerjaan yang sesuai dengan program studi akuntansi 
4. Mempraktikan terkait Sistem Informasi Akuntansi. 
Sedangkan tujuan pelaksanaan PKL yaitu: 
1. Lebih terampil dalam mempraktikan ilmu yang didapat selama 
perkuliahan terkait Akuntansi Pemerintahan 
2. Lebih paham cara beretika yang baik dengan karyawan dan atasan di 
lingkup Kementerian Sosial RI 
3. Lebih terampil dan memahami penerapan ilmu akuntansi di dalam 
pekerjaan yang ada di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal 
Kementerian Sosial RI 
4. Memahami dan mengetahui Sistem Informasi Akuntansi yang 










C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
PKL memiliki kegunaan bagi berbagai pihak yang terlibat didalamnya 
yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 
Adapun kegunaan PKL bagi mahasiswa yaitu: 
a. Lebih siap dalam dunia kerja karena telah mengetahui dan 
mempelajari ilmu akuntansi pemerintahan yang didapatkan selama 
melaksanakan PKL 
b. Mengetahui prosedur dalam pencairan dana yang ada di lingkup 
Kementerian Sosial 
c. Menambah wawasan tentang ilmu akuntansi dan keuangan yang 
terdapat di Instansi Pemerintahan 
d. Menjadikan mahasiswa lebih paham terkait sistem informasi yang 
digunakan dalam mengerjakan pekerjaan yang ada di Biro Keuangan 
Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
Adapun kegunaan PKL bagi Prodi S1 Akuntansi FE UNJ yaitu: 
a. Mendapatkan umpan balik dalam menyempurnakan kurikulum sesuai 
dengan kebutuhan dunia kerja saat ini 
b. Menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Instansi atau 
Perusahaan tempat mahaiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan 






3. Bagi Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial 
Adapun kegunaan PKL bagi Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial 
yaitu: 
a. Menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Universitas Negeri 
Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi 
b. Dengan adanya mahasiswa yang melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan maka dapat membantu pekerjaan karyawan sekaligus 
karyawan dapat berbagi ilmu yang didapatkannya selama bekerja di 
Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI 
c. Membantu mempersiapkan mahasiswa yang mampu bersaing dalam 
dunia kerja 
d. Membantu membentuk mahasiswa agar lebih bertanggung jawab, 
disiplin, jujur, berani mengambil keputusan, dan berinisiatif tinggi. 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekretariat 
Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah kementerian yang 
memiliki tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di 
dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan 
pemerintahan negara di bidang sosial. 
Berikut ini adalah informasi data tempat pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan: 
Nama Instansi : Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial 





Telepon : (021) – 3100470 
Email  : ppid@kemsos.go.id 
Pada dasarnya praktikan memilih PKL di Kementerian Sosial karena ingin 
mengetahui dan mempelajari penerapan ilmu akuntansi di Instansi Pemerintah 
yang sesuai dengan mata kuliah Akuntansi Pemerintahan. 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan pada 
tanggal 15 Juli sampai dengan 6 September 2019 bertempat di Sekretariat 
Jenderal Kementerian Sosial. Berikut ini adalah tahapan pelaksanaan PKL: 
1. Tahap Persiapan 
Sebelum melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, praktikan 
mencari informasi terlebih dahulu mengenai Instansi atau Perusahaan yang 
menerima PKL. Praktikan mengunjungi Kementerian Sosial dan langsung 
diarahkan ke Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial serta 
diminta untuk mengajukan surat rekomendasi PKL. Setelah itu, praktikan 
membuat surat permohonan PKL ke Biro Administrasi Akademik dan 
Keuangan (BAAK) Universitas Negeri Jakarta untuk diajukan ke bagian 
Tata Usaha Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial. 
Setelah surat selesai dibuat, praktikan memberikan surat permohonan PKL 
kepada Bapak Wahyu selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro 
Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial pada bulan Mei 2019. 
Setelah menunggu kurang lebih 1 bulan, barulah praktikan mendapatkaan 





2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan PKL terhitung sejak tanggal 15 Juli 2019 
sampai dengan 6 September 2019. Berikut ini jadwal pelaksanaan kerja di 
Kementerian Sosial: 




        Sumber: Data diolah oleh penulis, Tahun 2019 
3. Tahap Pelaporan 
Pada tahap pelaporan ini, praktikan menyusun laporan dalam rangka 
memenuhi tugas mata kuliah Praktik Kerja Lapangan, yang menjadi salah 
satu syarat kelulusan di Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Praktikan menyiapkan Laporan ini sejak bulan 
Juli sampai dengan bulan Desember 2019. Laporan PKL ini disusun 
berdasarkan bimbingan dari dosen pembimbing dan karyawan di Biro 
Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial. 
Hari Kerja Waktu Kerja Istirahat 
Senin – Kamis Pukul 07.30 s.d 
Pukul 16.00 WIB 
Pukul 12.00 s.d 
Pukul 13.00 WIB 
Jumat Pukul 07.30 s.d 
Pukul 16.30 WIB 
Pukul 11.30 s.d 




TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Sejarah 
       Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sebelumnya disebut sebagai 
Departemen Sosial saat ini dipimpin oleh Bapak Juliari Batubara selaku 
Menteri Sosial. Departemen Sosial terbentuk pada tanggal 19 Agustus tahun 
1945 yang dasar hukum pendiriannya tertera dalam Peraturan Presiden 
Nomor 46 Tahun 2015. Tugasnya adalah untuk menyelenggarakan urusan di 
bidang sosial, seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, 
perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. 
       Pada masa awal pemerintahannya Departemen Sosial dipimpin oleh 
Bapak Iwa Kusuma Sumantri. Departemen Sosial terletak di Jalan Cemara 
no. 5 Jakarta, namun saat itu Ibu Kota Republik Indonesia berpindah ke 
Yogyakarta sehingga kantor Departemen Sosial mengikuti untuk pindah ke 
Jalan Code Yogyakarta, lalu Ibu Kota Indonesia berpindah lagi ke Jakarta dan 
kantor Departemen Sosial berpindah lagi ke Jalan Ir. Juanda Jakarta Pusat dan 
hingga akhirnya berpindah ke Jalan Salemba Raya no. 28, Jakarta Pusat 
hingga saat ini. 
       Departemen Sosial (Kementerian Sosial) dibubarkan pada saat 
pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid karena saat itu muncul berbagai 
masalah kesejahteraan sosial seperti populasi anak jalanan dan anak terlantar 





bencana alam maupun sosial. Dengan adanya kejadian tersebut maka 
dibentuklah Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) yang berada 
langsung dibawah kepemimpinan Presiden saat itu. 
       Adanya BKSN tersebut tidak juga dapat menyelesaikan berbagai macam 
masalah sosial yang ada, namun justru malah membuat semuanya menjadi 
kekurangan karena tidak seimbang antara populasi permasalahan sosial 
dengan petugas yang ada pada saat itu, serta kewenangan dari BKSN sendiri 
yang sangat terbatas. Karena hal tersebut, maka Kementerian Sosial kembali 
dimunculkan tetapi digabung dengan Departemen Kesehatan dengan nama 
Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Walaupun sudah dibentuk 
kembali tetapi permasalahan yang ada tidak juga berkurang malah semakin 
bertambah. Dengan kejadian tersebut maka dibentuklah kembali Kementerian 
Sosial agar dapat menyelanggarakan tugas-tugas pembangunan di bidang 
kesejahteraan sosial dengan baik. 
       Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015, Kementerian 
Sosial terdiri dari, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat 
Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi 
Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Jenderal 
Penanganan Fakir Miskin, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Peenyuluhan 
Sosial, Staf Ahli Bidng Perubahan dn Dinamika Sosial, Staf Ahli Bidang 
Teknologi Kesejahteraan Sosial, dan Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial. 
1. Visi Kementerian Sosial 
Visi dari Kementerian Sosial yaitu: 





       Visi dari Kemeterian Sosial memiliki arti yaitu bahwa pembangunan 
di bidang kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan 
masyarakat tentunya bertujuan untuk mewujudkan kondisi masyarakat 
yang masuk kedalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) agar berubah menjadi berkesejahteraan sosial pada tahun 2014. 
Kondisi ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 
tentang kesejahteraan sosial yang berisikan terpenuhinya kondisi 
kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup 
layak dan mampu mengembangkan  diri sehingga mampu melaksanakan 
fungsi sosialnya. 
2. Misi Kementerian Sosial 
Misi dari Kementerian Sosial yaitu: 
1. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin 
pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, 
dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS 
2. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS 
3. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial 
dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan 
sebagai metode penanggulangan kemiskinan 
4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan, 
jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan penanggulangan kemiskinan 
5. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, 
keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menajmin keberlanjutan 





6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial. 
3. Tujuan Kementerian Sosial 
       Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai 
Kementerian Sosial tahun 2010-2014 yaitu: 
1. Melindungi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari 
segala resiko sosial, perlakukan salah, tindak kekerasan, dan 
eksploitasi sosial 
2. Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial 
dasar 
3. Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam 
pengelolaan resiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis 
kontribusi (iuran) 
4. Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidak mampuan 
sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui 
pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah 
5. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, dan 
keluarga pahlawan 
6. Terjaminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia 
nonpotensial, eks-penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat 
psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak 






8. Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi 
sosial yang berkualitas bagi PMKS di semua provinsi, kabupaten dan 
kota. 






















B. Struktur Organisasi 
       Berikut ini merupakan struktur organisasi pada Biro Keuangan 


















Gambar II.2 Struktur Organisasi Biro Keuangan Kementerian Sosial 
Sumber: Rencana Strategis Biro Keuangan Kementerian Sosial RI Periode 2014-
2019 
          Biro Keuangan Kementerian Sosial Republik Indonesia dibagi menjadi 3 
bagian, yaitu: 





       Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan analisis dan tata laksana 
keuangan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan urusan tata usaha Biro. 
Bagian Tatalaksana Keuangan dibagi menjadi 3 Subbagian yaitu: 
a. Subbagian Analisis dan Penyiapan Tata Laksana Keuangan 
             Bertugas untuk menyiapkan bahan koordinasi terkait pengelolaan 
keuangan di lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial dengan 
unit atau instansi terkait. 
b. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak 
 Bertugas untuk menyiapkan bahan penyusunan dan bahan untuk 
koordinasi terkait penerimaan negara bukan pajak yang ada di lingkup 
Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial. 
c. Subbagian Tata Usaha Biro 
      Bertugas untuk mengurus seluruh pengelolaan administrasi baik dari 
segi kepegawaian, keuangan, persuratan, dan juga kegiatan yang ada di 
lingkup Biro Keuangan. 
2. Bagian Perbendaharaan  
       Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, serta urusan gaji 
dan perjalanan dinas. Bagian Perbendaharaan dibagi menjadi 3 Subbagian 
yaitu: 
a. Subbagian Pengelolaan Perbendaharaan 
Bertugas untuk melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran 
(SPP) dari seluruh satuan kerja di lingkup Sekretariat Jenderal 





perjalanan dinas, dan juga pengelolaan terkait seluruh bendahara di 
seluruh Kementerian Sosial. 
b. Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi 
Bertugas untuk melaksanakan penyelesaian terkait masalah tentang 
urusan ganti rugi berdasarkan keputusan dari hasil pemeriksaan. 
c. Subbagian Gaji dan Perjalanan Dinas 
Bertugas untuk mengurus seluruh gaji pegawai yang ada di 
Kementerian Sosial, membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) di 
lingkup Biro Keuangan, membuat Surat Perintah Membayar (SPM) di 
lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial, membuat surat 
pernyataan pembebanan dan pembatalan tugas perjalanan dinas, 
membuat daftar nominatif dan surat tugas untuk perjalanan dinas. 
3. Bagian Verifikasi dan Akuntansi  
       Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan 
verifikasi dan akuntansi anggaran p usat, anggaran untuk daerah, serta 
penyusunan laporan keuangan. Bagian Verifikasi dan Akuntansi dibagi 
menjadi 3 Subbagian yaitu: 
a. Subbagian verifikasi dan akuntansi anggaran pusat 
Bertugas untuk menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi  









b. Subbagian verifikasi dan akuntansi anggaran untuk daerah 
Bertugas untuk menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi 
verifikasi dan akuntansi penyelenggaraan anggaran daerah dengan 
unit/instansi terkait. 
c. Subbagian pelaporan keuangan.  
Bertugas untuk menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan 
Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial dan Kementerian Sosial serta 
membuat bahan laporan kinerja di Biro Keuangan. 
       Penjelasan terkait tugas dan fungsi dari struktur organisasi Biro Keuangan 
Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial menurut Keputusan Menteri Sosial No. 
20 tahun 2018 yaitu sebagai berikut: 
1. Sekretaris Jenderal 
        Bertugas menyelengggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, 
dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di 
lingkungan Kementerian Sosial.  
Uraian Tugas Sekretaris Jenderal yaitu sebagai berikut: 
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas perencanaan, 
keuangan, organisasi, dan kepegawaian, pengkajian hukum, umum, 
kehumasan, data dan informasi kesejahteraan sosial sebagai pedoman 
kegiatan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal di 





b. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas-tugas perencanaan, keuangan, 
organisasi dan kepegawaian, pengkaji hukum, umum, dan kehumasan, 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja 
c. Mengendalikan pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan, organisasi 
dan kepegawaian, pengkaji hukum, umum, kehumasan, data dan 
informasi kesejahteraan sosial agar dapat terkontrol secara professional 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
d. Mengarahkan para pejabat struktural dan fungsional di bawahnya dalam 
rangka pelaksanaan tugas 
e. Membina para pejabat struktural dan fungsional di bawahnya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memelihara dan 
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 
f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas berdasarkan realisasi pelaksanaan 
kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian 
Sosial 
g. Memberikan konsultasi dan alternatif pemecahan masalah terhadap para 
pejabat struktural dan fungsional di bawahnya 
h. Menetapkan laporan kinerja secretariat berdasarkan realisasi kegiatan 
dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang terkait. 
2. Kepala Biro Keuangan 
        Bertugas melaksanakan urusan keuangan di lingkup Kementerian Sosial 
RI. 





a. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan di 
lingkungan Kementerian Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas 
b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tata laksana keuangan, 
pengelolaan perendaharaan dan pelaporan keuangan bersama unit terkait 
di lingkungan Kementerian Sosial 
c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan tata laksana 
keuangan, pengelolaan perbendaharaan, dan pelaporan keuangan di 
lingkungan Kementerian Sosial 
d. Melakukan verifikasi terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan 
Kementerian Sosial. 
3. Kepala Bagian Tata Laksana Keuangan 
        Bertugas melaksanakan analisis dan penyiapan tata laksana keuangan, 
penerimaan negara bukan pajak, dan urusan tata usaha biro.  
Uraian Tugas Kepala Bagian Tata laksana Keuangan yaitu: 
a. Menyusun rencana kegiatan operasional Bagian Tata Laksana Keuangan 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas 
b. Menyusun analisis dan penyiapan tata laksana keuangan, penerimaan 
negara bukan pajak, dan tata usaha biro 
c. Menyusun rencana strategis di BagianTata Laksana keuangan dan 
melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis 
pengelolaan keuangan 
d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bagian Tata Laksana 





e. Melaksanakan koordinasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan 
negara (LHKPN) dan laporan Harta kekayaan Aparatur Sipil negara 
(LHKASN) di lingkungan Biro Keuangan. 
4. Kepala Subbagian Analisis dan Penyiapan Tata Laksana Keuangan 
        Bertugas melakukan analisis dan penyiapan tata laksana keuangan. 
Uraian tugas Kepala Subbagian Analisis dan Penyiapan Tata Laksana 
Keuangan yaitu: 
a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Analisis dan Penyiapan Tata 
laksana Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas 
b. Menyiapkan bahan analisis terhadap peraturan dan ketentuan dalam tata 
laksana keuangan 
c. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dengan 
unit/instansi terkait 
d. Membagi tugas, membimbing, memeriksa, dan mengevaluasi kegiatan 
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Analisis dan 
Penyiapan Tata laksana Keuangan 
e. Melakukan penilaian kinerja pegawai pada Subbagian Analisis dan 
Penyiapan Tata Laksana Keuangan sesuai tugas dan kewenangannya 
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan 
dengan tugas dan fungsi Subbagian Analisis dan Penyiapan Tata 
Laksana Keuangan 
g. Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Analisis dan Penyiapan Tata 





h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
5. Kepala Subbagian Penerimaan Negara Bukan pajak 
        Bertugas melakukan penyusunan penerimaan negara bukan pajak. Uraian 
tugas Kepala Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu: 
a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas 
b. Menyiapkan bahan penyusunan penerimaan negara bukan pajak 
c. Menyiapkan bahan koordinasi penerimaan negara bukan pajak dengan 
unit/instansi terkait 
d. Membagi tugas, membimbing, memeriksa, dan mengevaluasi kegiatan 
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Penerimaan Bukan 
Pajak 
e. Melakukan penilaian kinerja pegawai pada Subbagian Penerimaan 
negara Bukan Pajak sesuai tugas dan kewenangannya 
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan 
dengan tugas Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak 
g. Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Penerimaan Negara Bukan 
Pajak kepada atasan 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
6. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro 
       Bertugas melakukan urusan tata usaha Biro Keuangan. Uraian tugas 





a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha Biro sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas 
b. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, 
tata persuratan, dan rumah tangga di lingkungan Biro keuangan 
c. Menginventarisir barang kekayaan milik negara di Biro Keuangan 
d. Menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta 
informasi di lingkungan Biro Keuangan 
e. Menyiapkan bahan laporan kinerja Biro keuangan 
f. Mengkoordinir pengisian Laporan Harta kekayaan Penyelenggara 
Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil negara 
(LHKASN) di lingkungan Biro Keuangan 
g. Membagi tugas, membimbing, memeriksa, dan mengevaluasi kegiatan 
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Tata usaha Biro 
h. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbagian Tata Usaha 
Biro sesuai tugas dan kewenangannya 
i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan 
dengan tugas Subbagian Tata Usaha Biro 
j. Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata usaha Biro kepada atasan 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
7. Kepala Bagian Perbendaharaan 
        Bertugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, tuntutan 
perbendaharaan dan ganti rugi, serta urusan gaji dan perjalanan dinas.  





a. Menyusun rencana kegiatan operasional Bagian Perbendaharaan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas 
b. Melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan 
dan ganti rugi, serta gaji dan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat 
Jenderal 
c. Melaksanakan koordinasi pelaksanakaan kegiatan Bagian 
Perbendaharaan dengan unit/instansi terkait 
d. Membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, dan 
mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bagian 
Perbendaharaan 
e. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Bagian Perbendaharaan 
sesuai tugas dan kewenangannya. 
8. Kepala Subbagian Pengelolaan Perbendaharaan 
        Bertugas melakukan pengelolaan perbendaharaan. Uraian tugas Kepala 
Subbagian Pengelolaan Perbendaharan yaitu: 
a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Pengelolaan Perbendaharaan 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas 
b. Menyiapkan bahan penyusunan usul pengangkatan dan pemberhentian 
pengelola keuangan di lingkungan kementerian Sosial 






d. Membagi tugas, membimbing, memeriksa, dn mengevaluasi kegiatan 
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Pengelolaan 
Perbendaharaan 
e. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbagian Pengelolaan 
Perbendaharaan sesuai tugas dan kewenangannya 
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan 
dengan tugas Subbagian Pengelolaan Perbendaharaan 
g. Melaporkan hasil kegiatan Subbagian Pengelolaan Perbendaharaan 
kepada atasan 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
9. Kepala Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi 
        Bertugas melakukan urusan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi. 
Uraian tugas kepala Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi 
yaitu: 
a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan 
Ganti Rugi sebagai pedoman pelaksanaan tugas 
b. Menyiapkan bahan penyusunan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi 
c. Menyiapkan bahan koordinasi tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi 
dengan unit/instansi terkait 
d. Melaksanakan penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan ganti 






e. Membagi tugas, membimbing, memeriksa, dn mengevaluasi kegiatan 
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Tuntutan 
Perbendaharaan dan Ganti Rugi 
f. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbagian Tuntutan 
Perbendaharaan dan Ganti Rugi sesuai tugas dan kewenangannya 
g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan 
dengan tugas Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi 
h. Melaporkan hasil kegiatan Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan 
Ganti Rugi kepada atasan 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
10. Kepala Subbagian Gaji dan Perjalanan Dinas 
        Bertugas melakukan urusan gaji dan perjalanan dinas. Uraian tugas 
Subbagian Gaji dan Perjalanan Dinas yaitu: 
a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Gaji dan Perjalanan Dinas 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas 
b. Menyiapkan bahan penyusunan urusan gaji dan perjalanan dinas 
c. Menyiapkan bahan koordinasi urusan gaji dan perjalanan dinas dengan 
unit/instansi terkait 
d. Membagi tugas, membimbing, memeriksa, dn mengevaluasi kegiatan 
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Gaji dan Perjalanan 
Dinas 
e. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbagian Gaji dan 





f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan 
dengan tugas Subbagian Gaji dan Perjalanan Dinas 
g. Melaporkan hasil kegiatan Subbagian Gaji dan Perjalanan Dinas kepada 
atasan 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
11. Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi 
        Bertugas melaksanakan verifikasi dan akuntansi anggaran pusat, 
verifikasi dan akuntansi anggaran daerah, dan penyusunan laporan keuangan. 
Uraian tugas Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi yaitu: 
a. Menyusun rencana kegiatan operasional Bagian Verifikasi dan 
Akuntansi sebgai pedoman pelaksanaan tugas 
b. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi anggaran pusat, daerah, dan 
laporan keuangan 
c. Melaksanakan koordinasi kegiatan verifikasi dan akuntansi anggaran 
pusat, daerah, dan laporan keuangan dengan unit/instansi terkait 
d. Melaksanakan koordinasi pembinaan Sumber Daya Manusia pengelola 
keuangan dan aplikator bidang keuangan di lingkungan Kementerian 
Sosial, serta dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan 
e. Membagi tuas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, dan 
mengevaluasi kegaitan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bagian 
Verifikasi dan Akuntansi 
f. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Bagian Verifikasi dan 





g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan 
dengan tugas dan fungsi Bagian Verifikasi dan Akuntansi 
h. Melaporkan hasil kegiatan Bagian Verifikasi dan Akuntansi kepada 
atasan 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
12. Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Anggaran Pusat 
        Bertugas melakukan verifikasi dan akuntansi penyelenggaraan anggaran 
pusat. Uraian tugas Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Anggaran 
Pusat yaitu: 
a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Verifikasi dan Akuntansi 
Anggaran Pusat sebagai pedoman pelaksanaan tugas 
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan akuntansi 
penyelenggaraan anggaran pusat 
c. Menyiapkan bahan koordinaai verifikasi dan akuntansi penyelenggaraan 
anggaran pusat dengan unit/instansi terkait 
d. Menyiapkan bahan pembinaan Sumber Daya Manusia pengelola 
keuangan dan aplikator bidang keuangan I lingkungan Kementerian 
Sosial 
e. Membagi tugas, membimbing, memeriksa, dan mengevaluasi kegiatan 
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Verifikasi dan 





f. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbagian Verifikasi dan 
Akuntansi Anggaran Pusat kepada atasan sesuai tugas dan 
kewenangannya 
g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan 
dengan tugas Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Anggaran Pusat 
h. Melaporkan hasil kegiatan Subbagian Verifikasi dan Akuntansi 
Anggaran Pusat kepada atasan 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
13. Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Anggaran Daerah 
        Bertugas melakukan verifikasi dan akuntansi penyelenggaraan anggaran 
daerah. Uraian Tugas Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Anggaran 
Daerah yaitu: 
a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Verifikasi dan Akuntansi 
Anggaran Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas 
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan akuntansi 
penyelenggaraan daerah 
c. Menyiapkan bahan koordinasi verifikasi dan akuntansi penyelenggaraan 
anggaran daerah dengan unit/intsansi terkait 
d. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pengelola dana dekonsentrasi 
dan tugas pembantuan 
e. Membagi tugas, membimbing, memeriksa, dan mengevaluasi kegiatan 
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Verifikasi dan 





f. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbagian Verifikasi dan 
Akuntansi Anggaran Daerah sesuai tugas dan kewenangannya 
g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan 
dengan tugas Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Anggaran Daerah 
h. Melaporkan hasil kegiatan Subbagian Verifikasi dan Akuntansi 
Anggaran Daerah kepada atasan 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
14. Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan 
        Bertugas melakukan penyusunan laporan keuangan. Uraian tugas Kepala 
Subbagian Pelaporan Keuangan yaitu: 
a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Pelaporan Keuangan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas 
b. Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan 
c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan keuangan dengan 
unit/instansi terkait 
d. Menyiapkan bahan laporan kinerja Biro Keuangan 
e. Membagi tugas, membimbing, memeriksa, dan mengevaluasi kegiatan 
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Pelaporan 
Keuangan 
f. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbagian Pelaporan 
Keuangan sesuai tugas dan kewenangannya 
g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan 





h. Melaporkan kegiatan Subbagian Pelaporan Keuangan kepada atasan 
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
C. Kegiatan Umum 
       Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015, Secara 
umum kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia 
yaitu menyelenggaraan urusan dibidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 
pemberdayan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk 
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 
       Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Sosial memiliki beberapa 
fungsi, yaitu sebagai berikut: 
a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi 
sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan 
penanganan fakir miskin penetapan kriteria dan data fakta fakir misin 
dan orang tidak mampu 
b. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu 
c. Penetapan standar rehabilitasi sosial 
d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian 
Sosial 
e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung 
jawab Kementerian Sosial 
f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial 
g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan   





h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan 
kesejahteraan sosial,  serta penyuluhan sosial 
i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 





















PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
       Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kementerian Sosial 
Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat. Kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan ini berlangsung selama 40 hari kerja terhitung sejak 
tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019. Praktikan 
ditempatkan di Biro Keuangan Bagian Perbendaharaan Sekretariat Jenderal 
Kementerian Sosial RI. Praktikan mendapatkan kesempatan untuk melakukan 
beberapa tugas yang diberikan oleh Bagian Perbendaharaan agar dapat 
membantu pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan di Biro Keuangan 
Bagian Perbendaharaan pada subbagian gaji dan perjalanan dinas dan 
subbagian pengelolaan perbendaharaan Sekretariat Jenderal Kementerian 
Sosial. Tugas yang diberikan kepada praktikan meliputi: 
1. Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui Sistem Aplikasi 
Satuan Kerja (SAS) pada Subbagian Gaji dan Perjalanan Dinas 
2. Melakukan verifikasi kesesuaian antara SPP perjalanan dinas, surat tugas, 
dan daftar nominative pada Subbagian Pengelolaan Perbendaharaan 
3. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) perjalanan dinas melalui 






4. Membuat Surat Pernyataan Pembebanan Perjalanan Dinas dan Surat 
Pernyataan Pembatalan Perjalanan Dinas pada Subbagian Gaji dan 
Perjalanan Dinas 
5. Membuat rekapitulasi biaya perjalanan dinas berdasarkan daftar 
nominatif dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal 
Kementerian Sosial pada Subbagian Gaji dan Perjalanan Dinas 
B. Pelaksanaan Kerja 
       Pada awal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) praktikan 
dibimbing dan diarahkan mengenai tugas yang harus praktikan kerjakan 
selama pelaksanaan PKL untuk membantu pekerjaan karyawan di bagian 
perbendaharaan. Adapun rincian tugas yang praktikan dapatkan selama PKL 
yaitu sebagai berikut: 
1. Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui Sistem 
Aplikasi Satuan Kerja (SAS) 
       Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 
tentang tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah, 
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang dibuat oleh 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disampaikan kepada Pengguna 
Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan setelah itu 
diberikan kepada Pejabat Pembuat Surat Permintaan Pembayaran 
(PPSPM). Dalam hal ini, di Biro Keuangan sendiri yang menjadi PPK 






       Pembuatan SPP ini bertujuan untuk mengajukan permintaan 
pembayaran atas belanja yang dilakukan oleh satuan kerja (satker) baik 
belanja pegawai ataupun non pegawai yang sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. SPP untuk biro keuangan dibuat oleh staf Bagian 
Perbendaharaan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Satuan Kerja (SAS) dan 
Bagian Perbendaharaan hanya membuat SPP untuk Biro Keuangan saja, 
sedangkan satuan kerja lain membuat SPP masing-masing yang nantinya 
akan diserahkan ke Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan. Praktikan 
diberikan arahan untuk membantu karyawan dalam pembuatan SPP 
perjalanan dinas untuk Biro Keuangan dengan didampingi oleh salah satu 
karyawan di Bagian Perbendaharaan. Dokumen yang digunakan dalam 
pembuatan SPP perjalanan dinas ialah surat tugas dan daftar nominatif.  
       Daftar Nominatif ialah daftar yang berisikan biaya perjalanan dinas 
dalam rangka kunjungan kerja atau kegiatan di suatu daerah. Biaya 
tersebut harus sesuai dengan kwitansi yang dijadikan sebagai acuan 
pembuatan daftar nominatif, mulai dari tiket penginapan dan juga 
transportasi. Daftar nominatif juga berisikan uang harian yang dierima 
oleh pegawai yang melakukan perjalanan dinas yang besarannya sesuai 
dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang sudah ditentukan oleh 
Kementerian Keuangan. Sedangkan Surat Tugas ialah surat yang 
berisikan keterangan bahwa pegawai tersebut benar melakukan 





       Pembuatan SPP ini menggunakan aplikasi yang bernama Sistem 
Aplikasi Satuan Kerja (SAS). Aplikasi SAS ialah aplikasi yang dipakai 
oleh satuan kerja yang menggunakan layanan Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN). Aplikasi SAS terdiri dari tiga modul 
utama, yaitu: 
1. SAS modul Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang digunakan untuk 
membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
2. SAS modul Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang 
digunakan untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) 
3. SAS modul Bendahara yang digunakan oleh bendahara untuk 
membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Satuan Kerja 
(satker). 
Adapun tahapan dalam pembuatan SPP (lampiran 7) yaitu sebagai 
berikut: 
1. Membuka aplikasi SAS pada komputer lalu membuka modul PPK 
untuk selanjutnya log in menggunakan user dan password milik 
karyawan Biro Keuangan (lampiran 7.1) 
2. Setelah berhasil log in, tahapan yang berikutnya yaitu klik SPP pada 
kolom bagian atas aplikasi SAS lalu klik RUH SPP (lampiran 7.2) 
dan akan muncul format yang harus diisi sesuai dengan dokumen 
yang ada (lampiran 7.3), untuk mengisi format tersebut hal yang 
dilakukan ialah klik rekam dan akan muncul formulir pengisiannya 





3. Isi jenis SPM sesuai dengan jenis belanja yang akan diajukan yaitu 
untuk perjalanan dinas dengan memilih non kontraktual. Selanjutnya 
isi tanggal sesuai dengan tanggal pembuatan SPP dan isi jumlah biaya 
yang akan diajukan sesuai dengan dokumen yaitu daftar nominatif. 
Setelah data tersebut terisi maka data lainnya akan terisi secara 
otomatis. (lampiran 7.5) 
4. Selanjutnya klik supplier kemudian klik kode bendahara dan pilih 
kode dengan nomor 0001.0001.0001. Kode tersebut merupakan kode 
supplier yang akan digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran 
kepada Bendahara Pengeluaran Biro Keuangan Sekretariat Jenderal 
Kementerian Sosial RI. (lampiran 7.6) Setelah memilih kode 
bendahara maka data lainnya akan terisi secara otomatis. (lampiran 
7.7) 
4. Setelah itu klik akun dan akan muncul dua tabel pada bagian kanan 
dan kiri. Tabel sebelah kiri berisi perekaman pengeluaran yang 
jumlahnya akan otomatis terisi sesuai data yang telah dimasukkan dan 
tabel sebelah kanan berisi perekaman penerimaan yang diisi secara 
manual (jika ada) lalu klik kembali dan klik simpan. (lampiran 7.8) 
5. Setelah seluruh data berhasil diinput, maka selanjutnya yaitu transfer 
ADK (arsip data komputer) SPP ke PPSPM dengan cara klik SPP lalu 
klik transfer ADK SPP (lampiran 7.9), setelah itu isi tanggal 
pembuatan SPP dan akan muncul data yang sudah diinput tadi lalu 





6. Apabila ADK telah ditransfer ke PPSPM maka selanjutnya cetak SPP 
dengan cara klik SPP lalu klik cetak SPP (lampiran 7.11) dan isi 
tanggal pembuatan SPP kemudin data akan muncul secara otomatis 
lalu pilih proses untuk selanjutnya dicetak. (lampiran 7.12) 
       Setelah SPP dicetak (lampiran 7.13) maka SPP beserta dokumen 
pendukungnya yaitu surat tugas dan daftar nominatif akan diberikan 
kepada karyawan subbagian pengelolaan perbendaharaan untuk dilakukan 
verifikasi. 
2. Melakukan verifikasi kesesuaian antara Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP), surat tugas, dan daftar nominatif 
       Surat Permintaan Pembayaran yang dibuat oleh setiap satuan kerja 
(satker) yang berada di lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial 
dibawa ke Biro Keuangan untuk dilakukan verifikasi terkait dokumen-
dokumen pelengkap untuk selanjutnya di proses dalam pembuatan SPM. 
Verifikasi SPP dan dokumen pelengkap tersebut bertujuan agar SPP dan 
dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Praktikan 
melakukan verifikasi terkait SPP Perjalanan Dinas. Dokumen yang 
dibutuhkan untuk melakukan verifikasi SPP Perjalanan Dinas ialah 
kesesuaian surat tugas (lampiran 8), daftar nominatif  (lampiran 9) dan 
SPP yang sudah dicetak.  
Berikut ini adalah tata cara melakukan verifikasi SPP: 
1. Sebelum membuat SPM, maka SPP harus dilakukan verifikasi 





keuangan. Setiap satker mengantarkan dokumen berupa daftar 
nomintatif, surat tugas, dan SPP ke biro keuangan dan diberikan 
kepada karyawan yang bersangkutan 
2. Dokumen yang telah diberikan ke biro keuangan selanjutnya 
dilakukan verifikasi terkait kebenaran tanggal keberangkatan, tanggal 
kepulangan, dan nama yang terlampir pada surat tugas dengan data 
yang terlampir pada daftar nominatif. Apabila data sudah sesuai, 
maka selanjutnya dilakukan verifikasi besaran biaya yang terlampir 
pada daftar nominatif dengan data yang terlampir pada Surat 
Permintaan Pembayaran (SPP) 
3. Setelah verifikasi ketiga dokumen maka praktikan mengisi lembar 
verifikasi (lampiran 10) yang berisikan kelengkapan dokumen. 
Apabila dokumen masih belum lengkap atau belum sesuai maka 
praktikan membuat catatan pada bagian bawah lembar verifikasi 
4. Apabila dokumen yang telah diverifikasi sudah sesuai maka akan 
langsung diberikan kepada karyawan subbagian gaji dan perjalanan 
dinas yang bertugas untuk membuat SPM untuk selanjutnya 
dilakukan proses membuat SPM, namun apabila dokumen tersebut 
masih belum lengkap maka akan diberikan kembali kepada satker 
yang bersangkutan dan proses akan dilanjutkan apabila dokumen 
sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan. 
      Setelah pekerjaan tersebut selesai, maka selanjutnya dokumen dan 





perjalanan dinas yang berwenang untuk membuat Surat Permintah 
Perintah Membayar (SPM). 
3. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) perjalanan dinas melalui 
Sistem Aplikasi Satuan Kerja (SAS) 
       Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 
tentang tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah, 
Surat Perintah Membayar (SPM) adalah sebuah dokumen yang fungsinya 
untuk melakukan pencairan dana yang sumbernya berasal dari Daftar 
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterbitkan oleh Pejabat 
Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM). Pembuatan SPM ini 
bertujuan untuk mencairkan dana APBN yang bersumber dari DIPA. 
       Di Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial pembuatan SPM hanya 
bisa dilakukan di Biro Keuangan. Setiap Satuan Kerja (satker) yang ingin 
membuat SPM harus menyerahkan dokumen pendukung yaitu berupa 
SPP baik dalam bentuk hardcopy maupun dalam bentuk arsip data 
komputer (adk) agar bisa mengajukan permintaan membuat SPM kepada 
PPSPM. 
       Dokumen yang dibutuhkan yaitu SPP, surat tugas, dan daftar 
nominatif perjalanan dinas. Pembuatan SPM ini juga menggunakan 
aplikasi yang sama dengan aplikasi untuk membuat SPP yaitu 
menggunakan aplikasi SAS. Namun modul yang dipergunakan berbeda, 
pembuatan SPP menggunakan modul PPK, sedangkan pembuatan SPM 







Adapun tahapan pembuatan SPM (lampiran 12) yaitu sebagai berikut: 
1. Membuka aplikasi SAS pada komputer, lalu membuka modul PPSPM 
untuk selanjutnya log in menggunakan user dan password milik 
karyawan Biro Keuangan (lampiran 11.1) 
2. Setelah berhasil log in pada aplikasi SAS, tahapan selanjutnya yaitu 
klik SPM lalu klik terima ADK SPP (lampiran 11.2) dan akan muncul 
format yang akan diisi (lampiran 11.3) 
3. Klik ADK lalu pilih SPM yang ingin diajukan sesuai dengan berkas 
SPP yang diterima (lampiran 11.4) 
4. Setelah memilih ADK lalu selanjutnya klik terima agar berkas 
tersebut masuk kedalam data untuk pembuatan SPM (lampiran 11.5) 
5. Setelah menerima ADK SPP, lalu klik SPM dan klik catat, batal, dan 
hapus SPM (lampiran 11.6) 
6. Pada menu catat, batal, dan hapus SPM akan muncul format yang 
akan diisi lalu pilih catat (lampiran 11.7), lalu isi tanggal sesuai 
dengan tanggal ketika akan membuat SPM, maka akan muncul ADK 
SPP yang telah diterima secara otomatis dan klik ADK tersebut lalu 
klik kembali (lampiran 11.8) 
7. Setelah itu tahapan yang selanjutnya ialah mencetak SPM melalui 





sudah muncul maka pilih SPM yang akan dicetak lalu klik proses 
(lampiran 11.10) 
8. Setelah SPM dicetak maka selanjutnya data tersebut di transfer ke 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) yaitu dengan cara klik 
utiliti lalu klik transfer SPM ke KPPN (lampiran 11.11). Selanjutnya 
klik direktori tujuan lalu pilih data yang akan di transfer lalu setelah 
itu klik transfer (lampiran 11.12). 
      SPM yang telah dicetak (lampiran 11.11) akan ditanda tangani oleh 
pejabat PPSPM dan tahapan yang terakhir SPM akan dibawa ke KPPN 
oleh karyawan subbagian gaji dan perjalanan dinas. Setelah SPM dibawa 
ke KPPN, maka dana yang telah cair akan masuk ke rekening bendahara 
pengeluaran untuk selanjutnya diberikan kepada yang bersangkutan. 
4. Membuat Surat Pernyataan Pembebanan Perjalanan Dinas dan 
Surat Pernyataan Pembatalan Perjalanan Dinas 
       Surat Pernyataan Pembebanan Perjalanan Dinas dan Surat 
Pernyataan Pembatalan Perjalanan Dinas dibuat apabila batal melakukan 
perjalanan dinas dengan alasan tertentu yang tidak dapat ditinggalkan. 
Sehingga dibuatlah kedua surat pernyataan tersebut sebagai bentuk 
keterangan agar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk perjalanan 
dinas tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Surat tersebut berisikan 
keterangan bahwa biaya yang telah dikeluarkan untuk pemesanan tiket 
hotel dan tiket pesawat tidak dapat di refund baik sebagian maupun 





untuk membuat kedua surat tersebut ialah daftar nama yang batal 
melakukan perjalanan dinas dan besaran biaya yang sesuai dengan tiket 
hotel dan juga tiket pesawat yang telah dipesan.  
       Berikut ini merupakan cara untuk membuat Surat Pernyataan 
Pembebanan Perjalanan Dinas dan Surat Pernyataan Pembatalan 
Perjalanan Dinas yaitu: 
1. Menerima dokumen yang berisikan daftar nama yang batal untuk 
melakukan perjalanan dinas. Dokumen tersebut berisikan surat tugas 
dan juga tiket hotel ataupun tiket pesawat yang telah dipesan 
sebelumnya 
2. Setelah itu, praktikan diberikan format pembuatan surat tersebut lalu 
membuka Microsoft Excel untuk membuat surat pernyataan 
pembatalan kerja sesuai dengan nama-nama yang telah terlampir 
pada dokumen lalu mencetaknya (lampiran 12) 
3. Apabila surat pernyataan pembatalan perjalanan dinas telah dibuat 
maka selanjutnya membuat surat pernyataan pembebanan perjalanan 
dinas yang berisikan nama yang batal untuk melakukan perjalana 
dinas dan jumlah anggaran yang telah dikeluarkan untuk pemesanan 
hotel ataupun pesawat yang dapat dilihat pada tiket yang tertera pada 
dokumen lalu mencetaknya (lampiran 13) 
4. Setelah kedua surat tersebut selesai dibuat, selanjutnya diberikan 
kepada Kepala Sub Bagian Gaji dan Perjalanan Dinas untuk 





       Setelah kedua surat tersebut berhasil dibuat dan telah ditandatangani 
oleh yang batal melakukan perjalanan dinas, maka surat tersebut 
dimasukkan kedalam map yang berisikan dokumen surat pembebanan 
dan pembatalan tugas perjalanan dinas. 
5. Membuat Rekap Biaya Perjalanan Dinas Berdasarkan Daftar 
Nominatif Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Inspektorat Jenderal 
Kementerian Sosial 
       Dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian 
Sosial, bagian perbendaharaan diminta untuk membuat rekap biaya 
perjalanan dinas untuk mempermudah Inspektorat Jenderal dalam 
melakukan pemeriksaan. Rekap biaya perjalanan tersebut dibuat sebagai 
bahan yang dipergunakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial 
untuk melakukan verifikasi terkait kesesuaiannya dengan kwitansi yang 
ada pada dokumen yang akan diperiksa. Dokumen yang dibutuhkan untuk 
membuat rekap biaya perjalanan dinas tersebut ialah Daftar Nominatif, 
karena daftar nominatif berisikan jumlah biaya untuk perjalanan dinas. 
Berikut ini tahapan dalam pembuatan rekap biaya perjalanan dinas, yaitu: 
1. Praktikan menerima beberapa daftar nominatif dari salah satu 
karyawan bagian perbendaharaan 
2. Membuka Microsoft Excel dan membuat tabel yang berisikan 
nama/NIP, uang harian, uang penginapan dan tiket, uang transport, 






3. Setelah membuat tabel tersebut, praktikan mengisi data-data yang 
sesuai dengan daftar nominatif ke dalam rekap biaya perjalanan dinas. 
Dalam mengisi uang harian, uang penginapan, biaya pesawat dan 
uang transportasi harus sangat teliti agar tidak terjadi salah catat dan 
agar biaya yang direkap telah sesuai dengan daftar nominatif yang ada 
4. Setelah selesai mengisi semua tabel, praktikan menjumlahkan 
keseluruhan biaya tersebut lalu mencetaknya (lampiran 14). 
      Setelah pekerjaan tersebut selesai, maka akan diberikan kepada 
Insprektorat Jenderal Kementerian Sosial RI untuk dilakukan 
pemeriksaan. 
C. Kendala Yang Dihadapi 
       Selama praktikan melaksanakan kegiatan PKL pada Bagian 
Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial, 
praktikan menyadari bahwa ada beberapa kendala yang berasal dari 
internal instansi maupun dari diri praktikan sendiri sehingga menghambat 
dalam pelaksanaan pekerjaan selama PKL. Kendala tersebut antara lain 
adalah: 
1. Praktikan kurang memahami aplikasi SAS dan cara penggunaannya 
2. Untuk mencetak hasil pekerjaan yang praktikan lakukan tidak ada 








D. Cara Mengatasi Kendala 
       Cara yang praktikan lakukan untuk mengatasi kendala yang dialami 
selama PKL, yaitu: 
1. Praktikan bertanya dan meminta bantuan kepada karyawan yang 
mengerti cara penggunaan aplikasi SAS. Selain itu praktikan juga 
berusaha untuk memahami cara penggunaannya agar dapat 
memudahkan dalam melakukan pekerjaan 
2. Praktikan bergantian menggunakan printer yang ada di meja 
karyawan apabila sedang tidak gunakan agar hasil pekerjaan yang 

















       Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan banyak 
mendapatkan pengalaman dan wawasan baru terkait dengan sistem akuntansi 
di Instansi Pemerintahan. Berikut ini merupakan hasil yang praktikan peroleh 
selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Bagian Perbendaharaan 
Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial: 
1. Praktikan mendapatkan ilmu terkait aplikasi SAS yang digunakan di 
Instansi Pemerintahan khususnya Bagian Perbendaharaan untuk 
menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar 
2. Praktikan mendapatkan pengetahuan mengenai dunia kerja yang 
sebenarnya sehingga dapat mengetahui penerapan Ilmu Akuntansi 
Pemerintahan yang telah didapatkan selama perkuliahan 
3. Praktikan mendapatkan ilmu mengenai cara melatih diri untuk 
bersosialisasi dengan rekan kerja dan juga belajar untuk dapat bertanggung 
jawab terhadap pekerjan yang diberikan 
4. Pratikan dapat melatih bagaimana cara mengambil keputusan yang baik 








       Berdasarkan pengalaman yang praktikan dapatkan selama melakukan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan, maka praktikan memberikan saran kepada 
semua pihak yang terlibat agar pelaksanaan PKL dapat lebih baik lagi 
kedepannya. Berikut ini merupakan saran yang praktikan berikan: 
1. Bagi Mahasiswa yang akan melakukan PKL 
a. Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL harus mempersiapkan 
dengan matang hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PKL, agar 
dapat mempermudah dalam pelaksanaan PKL nantinya. 
b. Mahasiswa seharusnya berinisiatif untuk mencari terlebih dahulu 
referensi tempat PKL, agar pada saat pelaksanaannya mahasiswa 
sudah mengetahui dimana akan melaksanakaan PKL. 
c. Mahasiswa seharusnya lebih belajar dan melatih diri agar lebih siap 
untuk melakukan kegiatan PKL. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Pihak fakultas sebaiknya lebih sering memberikan pelatihan ataupun 
informasi kepada mahasiswa yang akan melaksanakan PKL sehingga 
dapat lebih siap dalam pelaksanaan PKL. 
b. Pihak fakultas sebaiknya lebih memperhatikan mahasiswa yang sedang 
melaksanakan PKL agar tidak terjadi kesalahan yang tidak dinginkan 
dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan Instansi atau 







3. Bagi Kementerian Sosial Republik Indonesia 
a. Lebih memperhatikan koneksi internet untuk menunjang kegiatan 
operasional di dalam kantor. 
b. Praktikan menyarankan agar Instansi lebih dapat memberikan 
pekerjaan yang sesuai dengan mahasiswa yang melakukan kegiatan 
PKL 
c. Praktikan menyarankan agar Biro Keuangan lebih teliti lagi dalam 
melakukan verifikasi dokumen yang belum lengkap, sehingga pada 
saat dalam masa audit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI 
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Lampiran 16 : Sheet Rekap Biaya Perjalanan Dinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
